BAB IlII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa tuntutan

Jaksa Penuntut Umum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan asas demi

kepentingan yang terbaik bagi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (hukum materil) dan Undang-Undang No.

3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (hukum formil).

1.

Dari uraian mengenai hasil penelitian diatas, dalam pelaksanaan penuntutan
oleh Jaksa Penuntut Umum masih banyak materi tuntutan yang tidak
berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Jaksa Penuntut
Umum dalam membuat tuntutan masih kerap menggunakan ketentuan yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang seharusnya
dipergunakan untuk-orang dewasa pelaku-tindak pidana. Dalam_menjalani
proses hukum mulai dari praperadilan sampai pelaksanaan putusan, anak
pelaku tindak pidana masih tidak memperoleh secara penuh apa yang hendak
dicapai dari asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan
penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana yakni tidak diketahuinya
keberadaan orang tua anak pelaku tindak pidana, komunikasi dengan anak

pelaku tindak pidana dalam persidangan, dan keterangan anak yang tidak
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konsisten dalam persidangan. Secara teknis masih bisa diatasi dengan
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses hukum

pengadilan anak:

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku
tindak pidana harus mempertimbangkan secara khusus kepentingan anak.
Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan hendaknya berpedoman
terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berdasarkan
asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Dalam mengatasi kendala-kendala melakukan penuntutan terhadap anak
pelaku tindak pidana, seyogyanya Jaksa Penuntut Umum tetap memperhatikan
hak-hak anak serta berpedoman kepada asas demi kepentingan yang terbaik

bagi anak.
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